
 
 

i 
 

ABSTRAK 

MUHAMMAD ARIQ FIRDIAWAN: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit (Carding) Dihubungkan Dengan Pasal 

30 Ayat (2) Jo 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Jawa Barat 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka kriminalitas di 

masyarakat yaitu tentang pencurian data kartu kredit (carding) karena kurangnya 

pemahaman hukum pada masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat bahwa 

mereka telah menjadi korban. Tindak pidana ini sudah sangat sering muncul dalam 

masyarakat dan tentu hal ini sangat merugikan baik bagi diri sendiri, maupun 

masyarakat luas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Polda 

Jabar, untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah hukum Polda Jabar dan 

bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) di wilayah 

hukum Polda Jabar. 

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan 

mengenai bahwa penegakan hukum pidana juga sebagai salah satu upaya agar dapat 

tegaknya norma-norma hukum secara nyata, jika ada penegakan hukum yang benar 

dan adil maka kasus seperti tindak pidana carding dapat segera teratasi yang 

berpengaruh terhadap tentramnya kehidupan di dalam masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis 

serta faktual. Metode pendekatan yang digunakan yaitu Metode pendekatan yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendakatan yuridis normatif. 

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah 

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) dianggap kurang maksimal. Hal 

tersebut terbukti dari data yang diperoleh peneliti terdapatnya tunggakan 

penyelesaian kasus carding. selain itu kendala yang dihadapi diantaranya, aspek 

penyidik, aspek alat bukti, aspek fasilitas, aspek jurisdiksi, dan faktor masyarakat. 

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum 

tindak pidana pencurian data kartu kredit (carding) diantaranya, peningkatan 

kualitas penegak hukum, memberikan edukasi terhadap korban tindak pidana 

carding, penyuluhan hukum terhadap masyarakat, patroli siber, dan peningkatan 

sarana dan prasarana. 
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